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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah memiliki manfaat 

dalam meningkatkan penanggulangan Tindak Pidana Pencucian 

Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika, sehingga yang dalam 

Undang-Undang yang ada pada saat ini merupakan penyempurnaan 

peraturan yang terdahulu dalam mengatasi permasalahan hukum 

mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika. 

Pada hasil data di lapangan, akan tetapi di dalam penyidikan yang 

dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan 

Barat ditemukan beberapa hambatan antara lain:  

a. Faktor Hukum (Perundang-Undangan) menjadi salah satu faktor 

penghambat Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika, masih adanya aturan 

hukum yang saling antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
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Pencucian Uang serta belum dapatnya penyidik dalam 

menafsirkan secara pasti setiap pasal yang menjadi acuan dalam 

penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran 

Narkotika dan belum adanya ketegasan tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal, 

di kemudian hari dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan. 

b. Faktor Penegak Hukum, yang secara jumlah kuantitas hanya 

berjumlah 4 (empat) orang penyidik di instansi Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Kalimantan masih dirasa kurang. Hal ini 

menjadi hambatan dalam proses penyidikan Tindak Pidana 

Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika, di mana akselerasi 

penyelesaian kasus menjadi terhambat serta para penyidik masih 

harus melakukan tugas penyidikan terhadap berbagai kasus 

lainnya. Pada melakukan penelusuran harta kekayaan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

penyidik memiliki batas kewenangan dan informasi yang 

diperoleh dari Penyedia Jasa Keuangan dan/atau PPATK 

memakan waktu yang lama.  

c. Faktor Sarana atau Fasilitas, masih kurangnya fasilitas seperti 

ilmu teknologi dan alat canggih yang belum memadai yang di 

mana dalam penyidikan kasus narkotika yang disertai dengan 

Tindak Pidana Pencucian Uang sangat memerlukan teknologi 
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dan alat canggih dalam menunjang proses penyidikan kasus 

Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran 

Narkotika.  

d. Faktor Kebudayaan, budaya hukum yang mengarah kepada 

kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat dan cara berpikir 

maupun cara bertindak penegakan hukum dan peran serta 

masyarakat yang merupakan salah satu faktor budaya hukum 

yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika. Pada pola kerja penyidik 

di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sudah 

berjalan dengan baik serta kedisiplinan dalam melaksanakan 

tugas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat 

disimpulkan tidak ada hambatan dari faktor kebudayaan dalam 

lingkup etos kerja internal penyidik Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Kalimantan Barat.  

e. Faktor Masyarakat, umumnya masyarakat di Kalimantan Barat 

belum sepenuhnya mengerti dan peduli akan Tindak Pidana 

Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika (follow up crime), yang 

menjadi perhatian masyarakat hanya pada tindak pidana 

narkotikanya saja yang bersifat predicate crime. Hal ini 

didasarkan kepada dampak dari Tindak Pidana Pencucian Uang 

yang belum berdampak secara langsung kepada masyarakat, hal 
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ini yang menjadikan masyarakat tidak peduli akan kasus 

pencucian uang.  

B. Saran  

Saran yang dikemukakan penulis dalam hasil penelitian penulisan hukum 

ini adalah:  

1. Harapannya kepada penegak hukum dalam hal ini kepolisian, 

kejaksaan dan hakim untuk memberikan masukan kepada lembaga 

legislatif guna melakukan peninjauan kembali terkait beberapa pasal 

di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna memberikan 

keselarasan dan harmonisasi hukum dalam melaksanakan 

penindakan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran 

Narkotika. 

2. Melakukan evaluasi kembali setiap instansi yang diberikan mandat 

dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat 

dan Aparat Penegak Hukum guna mendukung proses pengungkapan 

terhadap tindak pidana asal guna melihat secara keseluruhan 

kekuatan dan kelemahan dalam melaksanakan penegakan hukum 

serta koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait seperti BPN, 

Penyedia Jasa Keuangan, Bea Cukai, dan lain-lain terkait percepatan 
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dan kemudahan akses dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan 

harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkotika.  

3. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan kepada Badan 

Narkotika Nasional untuk meningkatkan fasilitas teknologi 

informasi dan komunikasi guna mempermudah dan mempercepat 

kerja para penyidik untuk mengakses database bagi kepentingan 

pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran 

Narkotika.  

4. Menyelenggarakan seminar atau sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

yang dapat dilaksanakan oleh semua aparatur penegak hukum atau 

BNNP Kalimantan Barat guna meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan TPPU.
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